
SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR : 23O I PL.a2.2-Kpt / 7 4O3 I Kab / t[II / 2O2O

TENTANG

PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI MUNATAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

Menimbang a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
40 ayat (l) Undang-Undang Nomor l0 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 tahun 2O2O tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
5 ayat (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
dan Wakil Walikota sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 1

Tahun...
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Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil
Walikota;
bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang
Persyaratan Pencalonan Oleh Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik daliam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna
Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun f959
tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959,
Tambahan lcmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Irembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2O08 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan [rmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5189)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58);

4. Undang ...
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4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi Undang-Undang
(lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi Undang-Undang;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O2O Nomor 128, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 320)
sebagaimana diubah dengan Peraturan
Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol7 Nomor 826) sebagaimana telah
diubah denganPeraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor I Tahun 2O2O tentang

Perubahan...
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Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 159);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil
Walikota Tahun 2020 @erita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 258|PL.O2-
Kpt/Ol|KPU/Vll2O2O tentang Penetapan
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Serentak Lanjutan Tahun 2020;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :

786/SDM. 13-Kpt/05/KPU/vI / 2Ol8 tentang
Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara
Periode 2018-2023;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muna Nomor 539/PL.01.8-
Kpt/7403 /Kab/V / 2Ol9 tentang Penetapan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Muna Tahun 2019;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muna Nomor 542/PL.OI.9-
Kpt / 7 4O3 I Kab I VIll I 2Ol9 tentang Penetapan
Perolehan Kursi Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakil,an
Rakyat Daerah Kabupaten Muna Tahun
2019;

12. Keputusan...
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muna Nomor : 109/PP.01.2-
Kptl74o3 I Kab lVl I 2O2O tentang Perubahan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muna Nomor 544/PP.O7.2-
Kpt/74O3lKab/1X/2019 tentang Pedoman
Teknis Tahapan, Program dal Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Muna Tahun 2020;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muna Nomor : 229 /PL.O2.2-
Kpt/ 7 4O3 / Kab I VlIl I 2O2O tentang Penetapan
Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2020;

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muna Nomor : 45lPP.Ol.2-
BAI74O3|Kab/VIIII2O2O tanggal 1 Agustus 2020
tentang Rapat Pleno Penetapan Persyaratan
Pencalonan Oleh Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Muna Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA TENTANG PERSYARATAN
PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU
GAIIUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2O2O;

Menetapkan Persyaratan Pencalonan Oleh Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun
2O2O, y aitu memperoleh:
a) paling sedikit 20 %o (dua puluh persen) dari

jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Muna hasil Pemilihan Umum Tahun
2O19, yaitu 20 oh x 30 sebanyak 6 (enam) kursi;
atau

b. Paling
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Salinal sesuai dengan aslinya
SEKRET ISI PEMILIHAN UMUM

N MUNA
upaten Muna,

b) paling sedikit 25 %" (dtta puluh lima persen) dari
akumulasi perolehan suara sah hasil Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rat<yat
Daerah Kabupaten Muna Tahun 2O19, yattu 25
o/o x 109.228 = 27.307 (dua puluh tujuh ribu
tiga ratus tujuh) suara;

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan
Partai Pottik mengusulkan Bakal Pasangan Calon
menggunakan ketentuan memperoleh paling
sedikit 2570 (dua puluh Iima persen) dari
akumulasi perolehan suara sah sebagaimana
dimaksud Diktum Kesatu huruf b) Keputusan ini,
maka ketentuan tersebut hanya berlaku bagi
Partai Politik y€rng memperoleh kursi di Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu anggota
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah hasil Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Muna Tahun 2019.
Data perolehan kursi dan perolehan suara s€rh
Partai Politik hasil Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna
Tahun 2019 1s ampir dalam Keputusan ini yang
merupa-kan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
Keputusan ini muliai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 2 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

KUBAIS

ttd.
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAIIUPATEN
MUNA
NOMOR | 230 l PL.O2.2-Kpt l 7 aO3 l Kab l vlll / 2O2O
TENTANG
PERSYARATAN PENCALONAN UNTI]K PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DA]-AM PEMILIFIAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2O2O

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKY/AT

DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SI PEMILIHAN UMUM

N MUNA KUBAIS
paten Muna,

ttd
SE

PARTAI POLITIK
PEROLEHAN

KURSI

1 Partai Kebangkitan Bangsa 4 9.835
2 Partai Gerakan Indonesia Raya 8.470
3 Partai Demokrasi Indonesia Periuangal 4 10.783
4 Partai Golongan Karya 4 11.458
5 Partai NasDem 2 8.154

Partai Garuda 0 213
7 Partai Berkarya o 1.274
8 Partai Keadilan Seiahtera 2 8.763
9 Partai Perindo o 5.007
10 Partai Persatuan Pembangunan 1

11 Partai Solidaritas Indonesia 0 1.273
t2 Par-tai Amanat Nasional 1 7.726
13 Partai Hanura 5 10.049
13 Partai Demokrat 4
19 Partai Bulan Bintang 0 4.994
20 Partai Keadilan dan Persatual Indonesia 0 3.608

709.228JUMLAH 30

.i

NO
PEROLEHAN
SUARA SAH
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